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P ra ka t a  P e n e r b i t

D
engan melajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
tantangan kehidupan manusia dewasa ini pun semakin rumit. 
Kemungkinan-kemungkinan yang dibuka oleh ilmu pengetahuan 

dan teknologi seolah-olah menjadi tak terbatas. Banyak hal yang dulu 
tidak mungkin dilakukan, kini, dengan bantuan teknologi, bukan saja 

mu dah dilaksanakan melainkan malah memiliki banyak pilihan dalam 

penerapannya.
Dunia medis atau kedokteran menjadi saksi dari perkembangan 

pesat seperti itu. Penemuan-penemuan di dalam dunia kedokteran mem-
berikan kemampuan para tenaga medis untuk ”memprediksi” masa 
depan penderita suatu penyakit. Berkat kemajuan-kemajuan ter se but, 
dunia medis dan kedokteran pun memiliki pengetahuan sampai seberapa 
jauh suatu penyakit bisa disembuhkan atau tidak. Dengan de mikian, 
”masa depan” penderita suatu penyakit bisa diper kirakan, termasuk 
yang pahit, seperti kematian. 

Dalam kasus-kasus tertentu, ketika proses pengobatan diprediksi 
tidak membawa hasil kesembuhan, apalagi dengan penderitaan yang tidak 
tertahankan, teknologi dalam bidang medis seperti memberikan ”jalan 
keluar” dalam menanggapi rasa putus asa dan permintaan untuk meng-
akhiri kehidupan. Itulah yang disebut dengan eutanasia. 

Eutanasia atau tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan 
merupakan hal yang masih kontroversial di Indonesia. Di banyak negara, 
eutanasia diizinkan dengan berbagai syarat dan ketentuan. Bahkan, di 
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beberapa negara, eutanasia aktif—tindakan membantu mengakhiri 
kehidupan seseorang secara aktif, bukan pasif—bisa dilakukan. 

Buku yang awalnya merupakan disertasi penulis yang diraih dalam 
Program Doktor Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, ini secara 
khusus menyoroti permasalahan eutanasia dan polemik penerapannya 
di Indonesia, dilihat dari bingkai Pancasila. 

Penulis menyadari bahwa di Indonesia, situasi dan kondisi penderita 
suatu penyakit menuntut keterbukaan dan peran serta bersama dari 
berbagai pihak seperti keluarga dan tenaga kesehatan, di samping pen-
derita sendiri. Hal tersebut dipaparkan melalui buku ini yang merupakan 
hasil penelitian terhadap peraturan, seluk-beluk hukum dan kesehatan, 
serta ideologi Pancasila dalam menghadapi persoalan pengakhiran 
kehidupan tersebut. 

Sebagai penerbit, kami menyambut baik penerbitan buku ini. Selain 
membuka perspektif luas mengenai topik yang sedang dibahas, buku 
ini juga menimba pemahaman yang bernas dari ideologi Pancasila da lam 
meneropong serta memberi jawaban bagi topik eutanasia ini. Ini membuat 
buku ini menyediakan sumber yang ringkas dan padat mengenai topik 
eutanasia bagi pembaca di Indonesia. Selamat membaca.
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K a t a  S a m b u t a n

S
atu lagi karya terbaik dari saudari Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, 

M.H.Kes. berupa buku yang berjudul Polemik Penerapan Eutanasia. 

Sekalipun penelitiannya bersifat yuridis norma tif, namun data 

yang disajikan termasuk data primer yang diperoleh melalui penelitian 

empiris. Di latarbelakangi keilmuan penulis se bagai seorang dokter 

dengan spe sialisasi magister bidang Hukum Kesehatan membuat buku 

ini semakin sempurna.
Eutanasia merupakan bentuk atau cara pengakhiran kehidupan 

yang dilakukan dengan sengaja melalui tindakan medis untuk meng-
akhiri hidup pasien atas pemintaan pasien yang bersangkutan, karena 
pasien tersebut menderita sakit yang parah dan sudah tidak ada harapan 
untuk sembuh. 

Hingga saat ini, persoalan eutanasia sebagai bentuk pengakhiran 
hidup dengan sengaja masih merupakan perdebatan di Indonesia. Dalam 
tataran normatif, etika dan moral persoalan ini sering menjadi bahan 
perdebatan seolah tidak ada titik temunya. Oleh karena itu, penulis dalam 
karyanya ini telah menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan eutanasia 
secara komprehensif, mulai dari pengaturannya secara normatif dalam 
hukum positif di Indonesia, termasuk bagaimana persoalan eutanasia 
dalam perspektif moral dan etika dengan mengadakan metode perban-
dingan dengan pengaturan serta implementasi eutanasia di beberapa 
negara lain.

ix
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Hal menarik yang semakin menyempurnakan uraian penulis dalam 
buku ini adalah analisis penulis terhadap persoalan eutanasia dalam 
perspektif Pancasila sebagai dasar filosofis dalam hidup berbangsa dan 
bernegara, termasuk sebagai grund norm atau sumber dari segala sumber 
hukum yang ada di Indonesia.

Tidak banyak karya ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun hasil 
penelitian yang membahas dan menguraikan permasalahan eutanasia 
secara komprehensif. Oleh karena itu, buku ini sangat bermafaat bukan 
saja bagi kalangan akademisi, tetapi bagi para praktisi kesehatan dan ma-
syarakat luas. Yang tidak kalah pentingnya, luarannya berupa re ko men dasi 
kepada para stakeholder, khususnya pemerintah maupun De wan Per-
wakilan Rakyat dalam merumuskan ius constituendum di masa depan 
sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya Indonesia dan nilai-nilai 
filo sofis Pancasila.

Apresiasi dan terima kasih kami kepada penulis yang dengan karya-
nya ini telah semakin menambah khazanah pengetahuan hukum yang 
sangat bermanfaat bagi pengembangan dan pembangunan hukum di 
Indonesia.

Hormat Kami,

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., m.H.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
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K a t a  S a m b u t a n

Eutanasia menjadi polemik dan isu yang hangat di masyarakat 
antara mereka yang setuju dan tidak setuju dengan berbagai argu-
mentasi dan rasionalitas yang berbeda. Kelompok yang setuju mem-

bangun argumentasi dan rasionalitas bahwa eutanasia dilakukan sebagai 
jalan keluar dan terbaik untuk mengurangi bahkan mengakhiri penderita-
an, sedangkan argumentasi dan rasionalitas yang dibangun kelompok 
yang tidak setuju menyatakan bahwa eutanasia dengan cara apa pun 
me rupakan perbuatan pengakhiran hidup seorang manusia yang seha-
rusnya dilindungi sebagai hak yang sangat asasi, yaitu hak hidup.

Di beberapa negara eutanasia sudah dilegalkan, akan tetapi di ba-
 nyak negara termasuk di Indonesia tindakan eutanasia tersebut tidak 
diizinkan. Tidak hanya secara legalitas formal eutanasia di Indonesia tidak 
diizinkan, tetapi secara budaya dan keyakinan masih menjadi per masalahan 
yang dipandang sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur 
bangsa dan agama.

Perspektif yang luas dangan kajian yang mendalam tentang eutanasia 
dari berbagai sudut pandang secara komprehensif akan membantu masya-
rakat dan semua pemangku kepentingan terkait untuk memahami euta-
nasia dan menempatkan secara proporsional di tengah-tengah sistem 
hukum, sistem nilai-nilai budaya dan sistem nilai-nilai keyakinan yang 
secara dinamis berkembang di Indonesia.

xi
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Oleh karena itu, saya mengapresiasi dan menyambut baik serta 
mengucapkan selamat kepada Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, M.H.Kes., 
yang telah menghadirkan buku Polemik Penerapan Euta nasia ini. Semoga 
karya ini menambah khasanah keilmuan dan mem berikan pencerahan 
bagi kita semua.

Dr. Daeng m. Faqih, S.H, m.H.

Ketua Umum PB IDI

BPK G
un

un
g M

uli
a



K a t a  S a m b u t a n

Polemik tentang eutanasia telah menjadi perdebatan yang cukup 
panjang dalam sejarah, dan bahkan telah membelah masyarakat. 
Di Amerika misalnya, pembelahan ini sangat tajam antara kelompok 

pro-choice yang setuju eutanasia dan aborsi, dan kelompok pro-life yang 
menolak eutanasia dan aborsi. Masing-masing hadir dengan ar gumen 
teologis dan filosofis yang mumpuni dan sama-sama berupaya meme-
ngaruhi masyarakat dan berjuang melalui proses-proses legislasi. Hingga 
kini, perdebatan tersebut masih terus berkembang.

Di lingkungan gereja sendiri juga terjadi perdebatan yang cukup sengit 
tentang hal ini. Perdebatan secara teologis terjadi dan masing-masing 
juga mendasarkan pilihannya atas dukungan teks-teks Alkitab. Pendukung 
pro-life berkata bahwa Alkitab menyebutkan tentang hak hidup ada di 
tangan Tuhan dan tidak ada di tangan manusia, sementara pro-choice 
berkata bahwa Alkitab juga menyebutkan kehidupan itu ha ruslah hidup 
yang bermartabat dan berkelimpahan, dan ragam argumentasi teologis 
lainnya yang dikemukakan oleh masing-masing pihak. 

Terlepas dari pilihannya, saya kira buku ini mengajak kita untuk 
meninjau ulang pemahaman-pemahaman yang kita miliki selama ini. 
Saya merasa, memang persoalan eutanasia bukanlah persoalan sederhana, 
karena memilih boleh atau tidak itu tidak semudah membedakan hitam 
dan putih sebagaimana kecenderungan pembelahan antara pro-choice 
dan pro-life. Penentuan sikap etis-teologis seseorang sangat dipengaruhi 

xii i
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oleh banyak faktor yang harus dibedah di dalamnya. Dalam perspektif 
etika Kristen, misalnya, disebutkan ”segala hal diperbolehkan” (1Kor. 10:23). 
Apalagi, ternyata, keselamatan itu tidak tergantung pada kepa tuhannya 
atas hukum, tetapi atas kasih karunia, jadi di dalamnya ada prinsip kebe-
basan. Namun, pada saat yang sama juga segera dikatakan, sekalipun 
segala sesuatu diperbolehkan, tidak semuanya berguna, dan tidak semua-
nya membangun (1Kor. 10:23). Selain itu, sikap etis-teologis itu juga sangat 
situasional (bandingkan 1Kor. 27–28). Artinya, banyak faktor yang harus 
menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan etis, termasuk 
dalam menyikapi eutanasia ini. 

Buku ini menurut hemat saya hanya salah satu diskursus untuk 
menolong kita mempertimbangkan sebelum menentukan sikap etis 
atas masalah ini. Terima kasih untuk penulis buku ini yang sudah ber-
jerih lelah menolong kita.   

Pdt. gomar gultom

Ketua Umum PGI
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K ATA  S A M B U TA N

Saya menyambut baik kehadiran buku Polemik Penerapan Eutanasia 
karya Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes. Buku ini memberikan 
perspektif yang luas dan kajian yang mendalam tentang eutanasia 

dari berbagai sudut pandang, khususnya dari pandangan agama.
Di beberapa negara maju, eutanasia menjadi polemik dan isu ke-

bijakan publik. Perdebatan tentang legalitas eutanasia yang paling hangat 
terjadi antara mereka yang memutlakkan hak asasi manusia (HAM) 
liberal dengan kelompok agama. Dalam pandangan para aktivis HAM, 
eutanasia adalah hak setiap manusia, sehingga manusia berhak menentukan 
jalan hidupnya sendiri. Manusia memiliki hak hidup dan juga hak untuk 
mati. Jika seseorang mengalami penyakit kronis yang tingkat harapan 
hidupnya sangat kecil, eutanasia merupakan pilihan yang terbaik untuk 
mengakhiri penderitaan. Eutanasia juga merupakan jalan keluar agar 
tidak membebani anggota keluarga dan tanggung jawab negara. 

Pada sisi yang lain, tokoh-tokoh agama menentang keras eutanasia. 
Hal tersebut dikarenakan dalam pandangan agama, eutanasia dengan 
cara apa pun merupakan perbuatan bunuh diri dan agama melarang 
tindakan bunuh diri. Di samping itu, eutanasia juga dianggap wujud 
dari sikap putus asa. Bunuh diri dan putus asa adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan ajaran agama. 

Kehidupan adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh dirampas oleh 
siapa pun, karena itu berasal dari Tuhan. Manusia adalah makhluk 

xvxv
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jasmani dan rohani. Di dalam Kitab Suci disebutkan bahwa Tuhan me-
niupkan roh ke dalam jasad manusia. Roh dan jasad adalah satu kesatuan 
yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu hal mendasar dalam agama dan beragama adalah keyakinan 
akan adanya Tuhan sebagai Zat Yang Mahakuasa. Tuhan berkuasa atas 
segala sesuatu. Tuhan adalah Zat Yang Maha Pengasih dan Penyayang, 
Sang Pencipta kehidupan dan kematian. Berdasarkan keyakinan ini, 
agama melarang manusia berputus asa. Sebaliknya, agama mengajarkan 
kepada manusia agar senantiasa optimistis dalam semua hal, termasuk 
ketika sedang sakit seberat apa pun. Dengan Kemahakuasaan Tuhan, 
tidak ada hal yang mustahil. Karena itu, manusia hendaknya senantiasa 
berusaha sekuat tenaga, segenap ilmu, dan berdoa agar disembuhkan 
dari penyakit. Banyak fakta membenarkan keyakinan tersebut. 

Dalam pandangan agama, sakit adalah ujian bagi manusia dan 
jalan untuk membersihkan diri dari segala dosa. Sementara itu, merawat 
orang yang sakit adalah perbuatan yang utama, pemuliaan manusia 
sebagai makhluk Tuhan, dan memberikan hak hidup sebagai hak yang 
paling asasi. Dengan demikian, eutanasia dianggap sebagai perbuatan 
yang melanggar HAM.

Walaupun beberapa negara melegalkan eutanasia, perbuatan ter-
sebut tidak boleh diberlakukan di  Indonesia. Eutanasia bertentangan 
dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab. Sebagai bangsa yang religius, bangsa Indonesia tidak boleh 
berputus asa di tengah kesulitan seberat apa pun. Sebagai bangsa yang 
berakhlak mulia dan berkeadaban luhur, bangsa Indonesia harus me-
nunjukkan sikap setia kawan dan kasih sayang kepada sesama umat 
ma nusia, khususnya mereka yang sakit dan memerlukan uluran tangan. BPK G
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Selamat kepada Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes. Teruslah 
berkarya untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa Indonesia.

Pondok Cabe Ilir, 15 Juni 2021

abdul mu’ti 
Sekretaris Umum

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kata Sambutan
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K ATA  S A M B U TA N

P
enulisan karya ilmiah, yang isinya berupa penulisan hasil penelitian 

ilmiah, dengan menggunakan metode penelitian ilmiah tertentu, 

sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

pula. Karya ilmiah berbentuk penulisan selalu menghasilkan suatu 

pe ne muan baru, diupayakan dipublikasikan dalam bentuk buku yang 

diharapkan dapat dibaca oleh lebih banyak pembaca dengan harapan 

memberikan kontribusi ilmiah dalam kha sanah kepustakaan nasional.

Ucapan syukur dan salut kepada Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, 

MH.Kes., yang telah berhasil menjadikan karya ilmiah menjadi buku 

yang dapat dibaca oleh banyak pembaca dari berbagai kalangan.

Semoga ini bukan buku yang pertama, tetapi akan lebih banyak 

lagi buku-buku yang dapat dipublikasi.

Bandung, 11 Juni 2021

Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H.
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K a t a  P e n g a n t a r

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 
berkat, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga disertasi penulis dengan 
judul Polemik Penerapan Eutanasia: Pengaturan Bantuan Pengakhiran 

Kehidupan di Indonesia Dilihat dalam Bingkai Pancasila dapat dibukukan. 
Penelitian ini terinspirasi dari beberapa kajian penulisan terdahulu, baik 
dari disertasi, jurnal, ataupun buku ilmiah.

Penulis memilih judul ini karena sesuai dengan profesi penulis 
dan masalah tersebut menjadi pergumulan penulis untuk kemudian 
mem beri jawab kepada semua kalangan akan arti menjadi manusia 
dan memanusiakan sesama.

Buku ini menjelaskan hubungan ilmu hukum dan ilmu kesehatan. 
Dalam dunia kesehatan yang berhadapan dengan berbagai penyakit, 
telah memberikan wawasan akan masa depan penderita. Meskipun 
demikian, tentu ada batas-batas bagi kemampuan ilmu kesehatan dan 
tenaga kesehatan dalam menanggulangi penyakit sehingga kondisi ini 
menjadi polemik bagi dokter yang merawatnya. Penderitaan tidak 
tertahankan yang dirasakan oleh seorang pasien pun kerap memunculkan 
rasa putus asa dan permintaan untuk mengakhiri kehidupan. Di bagian 
lain buku ini menjelaskan bahwa hukum positif di Indonesia yang 
berlaku dikaitkan dengan pengetahuan kesehatan yang menggunakan 
dasar pemikiran pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila, dalam 
menghadapi persoalan pengakhiran kehidupan di Indonesia.
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Di Indonesia, Pasal 344 KUHPid masih tetap berlaku, barangsiapa 
yang membantu pengakhiran kehidupan orang lain, yang meskipun 
dinyatakan dengan sungguh-sungguh, diancam penjara paling lama 12 
tahun, maka tindakan dokter yang menbantu secara aktif pengakhiran 
kehidupan pasien terminal yang meminta dengan sunguh-sungguh 
adalah tindak Pidana Kejahatan. Peraturan Menteri Kesehatan mengatur 
dibolehkannya penghentian/penundaan bantuan hidup bagi pasien 
yang dalam keadaan terminal/koma, dengan izin dari keluarga terdekat 
pasien. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab dikaitkan dengan asas 
Ketuhanan Yang Maha Esa, asas Persatuan Indonesia, asas Kerakyatan 
dan asas Keadilan Sosial, mempunyai nilai dasar menghargai sesama 
manusia. Dokter yang memenuhi permintaan pasien yang sungguh-
sungguh untuk diakhiri kehidupannya, bertentangan dengan nilai 
meng hargai sesama manusia.       

Penulis mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta, St. 
Sahala Pardede, S.KM., dan ketiga putra penulis, Raffles, Richard dan 
Rainer, yang telah memberikan dorongan semangat dan doa. Kepada 
Ibu tersayang, Ibu Tiraun Lubis, yang telah mendidik penulis sejak kecil 
hingga dewasa dan menjadi seperti sekarang ini, penulis menghaturkan 
terima kasih yang tak terhingga.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan 
semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat dinikmati 
dan menjadi berkat bagi kita semua. 

Jakarta, 20 Oktober 2021
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